
Peran Masyarakat Tingkat LokalPeran Masyarakat Tingkat LokalPeran Masyarakat Tingkat LokalPeran Masyarakat Tingkat Lokal

dalam Perencanaan dalam Perencanaan dalam Perencanaan dalam Perencanaan 

Ruang Kawasan Permukiman KotaRuang Kawasan Permukiman KotaRuang Kawasan Permukiman KotaRuang Kawasan Permukiman Kota

Peran Masyarakat Tingkat LokalPeran Masyarakat Tingkat LokalPeran Masyarakat Tingkat LokalPeran Masyarakat Tingkat Lokal

dalam Perencanaan dalam Perencanaan dalam Perencanaan dalam Perencanaan 

Ruang Kawasan Permukiman KotaRuang Kawasan Permukiman KotaRuang Kawasan Permukiman KotaRuang Kawasan Permukiman KotaRuang Kawasan Permukiman KotaRuang Kawasan Permukiman KotaRuang Kawasan Permukiman KotaRuang Kawasan Permukiman KotaRuang Kawasan Permukiman KotaRuang Kawasan Permukiman KotaRuang Kawasan Permukiman KotaRuang Kawasan Permukiman Kota

bandung, 4 agustus 2008 ;

disampaikan pada seminar nasional 

‘peran arsitektur perkotaan dalam mewujudkan kota tropis’

Universitas Diponegoro - Semarang



Bandung terletak pada + 768 msl (mean sea level) 

dengan kondisi geografis 

yang dilingkupi pegunungan, 

sehingga Bandung merupakan suatu cekungan 

(Bandung Basin). 

Dengan kondisi geografis demikian, 

Bandung cenderung memiliki area berbukit-bukit 

dengan kontur lahan 

yang memiliki tingkat gradial yang cukup signifikan, 

hal tersebut merupakan potensi tersendiri 

dalam penataan ruang kota.



Kec. Coblong merupakan sampel 

yang tepat untuk melihat 

bagaimana ruang kawasan permukiman 

yang terbentuk secara natural 

oleh masyarakat tingkat lokal mengingat Coblong

termasuk dalam kawasan bandung utara (KBU)

yang memiliki aturan baku kdb maksimal 20%

Tulisan ini merupakan sebuah paparan 

deskriptif komparatif dari implemantasi RTRW 2013 deskriptif komparatif dari implemantasi RTRW 2013 

pada perencanaan lingkungan 

perumahan di Kec. Coblong 

dengan acuan SNI 03-1733-2004, 

dari hasil komparatif tersebut 

dihasilkan rumusan 

yang akan menunjang pembentukan 

model peran masyarakat dalam 

perencanaan ruang kota.



Ide dasar tulisan ini bermula dari

Kegiatan belajar mengajar yang 

menugaskan mahasiswa

untuk mengambil data lapangan �

hasilnya 

no data entryno data entry

Memanfaatkan 

potensi mahasiswa

Penelitian

dosen

nilai

data



Berikut bagan strategi 

Peran Masyarakat terhadap Tata Ruang :

RTRW Bandung

SNI 03-1733-2004

Tenaga Ahli/
Peneliti

DATA PRIMER
(Prasarana+Sarana)
•Jalan
•Drainase

DATA SEKUNDER
(Penilaian Publik)

Standar Rencana Rinci 
Tata Ruang Kasiba

Masyarakat
(KK)

•Drainase
•Pengelolaan air 
limbah
•Pengelolaan sampah
•Fasum
•Fasos

OLAH DATA

PGIS 
(Participatory Geograpghic 

Information System)

PENDAMPINGAN

Sumber : analisis penulis, 2008.



Yang harus dibedakan di sini adalah 

PGIS sebagai “alat” dan 

PPGIS (Public Participation GIS) 

dalam konteks perencanaan, 

walaupun perbedaannya tidak selalu bisa jelas.

Definisi PP-GIS mengarah pada 

penggunaan dan aplikasi informasi 

keruangan geografis (geo-spatial)keruangan geografis (geo-spatial)

dan teknologi GIS digunakan oleh 

warga masyarakat secara luas, 

individual atau tingkat masyarakat lokal 

sebagai partisipasi dalam proses perencanaan 

yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari 

(kegiatan ini meliputi mengumpulan data, 

pemetaan, analisis dan pengambilan keputusan) .



Partisipasi dalam P-GIS dapat dikategorikan 

dalam empat derajat atau intensitas. 

Ini bukan secara tidak langsung menyatakan 

bahwa partisipasi harus selalu pada intensitas 

yang maksimal, tetapi intensitas seharusnya 

sesuai dengan tugas, kompetensi dan hubungan 

spesifik antara aktor dalam konteks partisipasi 

perencanaan tata ruang. Dari level terendah 

hingga tertinggi, empat intensitas dengan 

aplikasi P-GIS adalah :

•Memprakarsai AksiMemprakarsai AksiMemprakarsai AksiMemprakarsai Aksi

•Pelibatan dalam pengambil Pelibatan dalam pengambil Pelibatan dalam pengambil Pelibatan dalam pengambil 

keputusan oleh semua aktorkeputusan oleh semua aktorkeputusan oleh semua aktorkeputusan oleh semua aktor

•KonsultasiKonsultasiKonsultasiKonsultasi

•Berbagi InformasiBerbagi InformasiBerbagi InformasiBerbagi Informasi



Studi Kasus yang diambil adalah 

Kecamatan Coblong, Kota Bandung 

yang termasuk dalam Wilayah Pelayanan (WP)

Cibeunying (Peta 1).  

Kecamatan Coblong memiliki luas 7.35ha 

dengan jumlah penduduk 117.532 jiwa 

24.298 KK dan kepadatan tiap km2 adalah 16.790 24.298 KK dan kepadatan tiap km2 adalah 16.790 

lokasi yang terletak - /+ 10km dari 

pusat Kota Bandung, 

dan menyumbangkan SPPT PBB 3,3M





Data primer Kecamatan Coblong yang didapat 

pada RTRW 2013, antara lain : 

Peta Rencana Hirarki Jalan

Peta Rencana Struktur Pelayanan

Peta Rencana Tata Guna Lahan 

Peta Rencana Kawasan Lindung

Setelah didapat data primer (yang belum diolah) 

langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah 

pengumpulan (banyak) data oleh masyarakat 

setempat dengan berdasar pada SNI 03-1733-

2004. Metoda yang digunakan adalah komparasi 

standar perencanaan lingkungan perkotaan 

versi SNI dengan kondisi riil lapangan



Data-data sekunder yang akan diambil adalah sebagai berikut :
1. Prasarana jalan di Kasiba harus memenuhi standar dimensi minimal 

ideal 
2. Pembangunan prasarana drainase di Kasiba harus memenuhi stándar 

nilai koefisien aliran saluran drainase di Kawasan Perumahan
3. Pembangunan pengelolaan air limbah setempat di Kawasan 

Perumahan
4. Saluran pembuangan air hujan dapat dibangun secara terbuka4. Saluran pembuangan air hujan dapat dibangun secara terbuka
5. Standar fasilitas pendidikan
6. Standar fasilitas kesehatan
7. Standar fasilitas perbelanjaan
8. Standar fasilitas peribadatan
9. Standar fasilitas RTH untuk tingkat kawasan 
10.Standar fasilitas pemerintah 
11.Pembangunan air minum di Kasiba harus memenuhi standar 

perhitungan volume air minum 
12.Persyaratan lokasi pengolahan sampah, guna mengurangi potensi 

pencemaran lingkungan



Data-data sekunder di atas kemudian akan dilanjutkan pada penilaian (public 
appraisal)  dengan memberi score/nilai pada sarana dan prasarana wilayah 
pada skala 0 – 4 dengan indentitas 0 = tidak ada sarana/prasarana ; 1 = buruk 
sekali ; 2 = buruk ; 3 = baik dan 4 = baik sekali. Score/nilai adalah hasil 
jawaban dari 75 pertanyaan yang diambil dari data sekunder dan nilai 
maksimal yang bisa didapat adalah 300point (75x4).
Kategori penilaian terhadap sarana dan prasarana adalah :
0    – 75 sarana dan prasarana lingkungan buruk sekali
76  – 150 sarana dan prasarana lingkungan buruk76  – 150 sarana dan prasarana lingkungan buruk
156 – 225 sarana dan prasarana lingkungan baik
226 – 300 sarana dan prasarana lingkungan baik sekali

Dari penilaian tersebut kemudian bisa diadakan evaluasi seberapa baik fasilitas 
sarana dan prasarana sebuah lingkungan, yang untuk selanutnya dapat 
sebagai pijakan mengambil keputusan berkenaan dengan tata ruang di 
kawasan studi.  




